
Journal Justice. Volume 1, Nomor 1 Januari 2019

1

PRESPEKTIF ARAH  KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

PEMERINTAH   KABUPATEN  KUTAI  KARTANEGARA

0leh : Nasrun Mumin

Abstrak

Kebijakan otonomi daerah merupakan satu bentuk pelimpahan

kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah

tangganya sendiri. Kebijakan otonomi daerah ini memberi kesempatan kepada

pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mengembangkan seluruh potensi

dan sumber daya yang tersedia guna meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Pengembangan seluruh potensi dan sumber daya yang tersedia harus

sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Pemerintah Kabupaten

Kutai Kartanegara harus mampu memanfaatkan keseluruhan sumber daya

tersebut dengan memperhatikan asas-asas efisiensi, efektifitas dan transparansi.

Asas-asas ini harus dijabarkan dalam kerangka kebijakan daerah Kabupaten

Kutai Kartanegara.

Dalam pelaksanaan kebijakan otonomi derah tersebut, Pemerintah

Kabupaten Kutai Kartanegara harus mempunyai arah kebijakan yang tepat dan

benar. Arah kebijakan ini mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya

pengembangan seluruh sumber daya yang tersedia yang dapat memberikan

kemanfaatan sebesar-besarnya bagi masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegar,

sesuai dengan amanah konsitusi pasal 33 ayat 3 UUD Tahun 1945. “Bahwa bumi

dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara

dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
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A. Pendahuluan

Pada saat ini, hampir tiap daerah Kabupaten /Kota sebagai bagian yang

tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesi (NKRI) menghadapi

era perdagangan bebas, baik dalam kerangka AFTA, APEC maupun WTO,

Kabupaten Kutai Kartanegara tidak terkecuali. Untuk menghadapi era

perdagangan bebas ini, Kabupaten Kutai Kartanegara harus berupaya secara

maksimal untuk menciptakan kerangka kebijakan yang mampu menciptakan

iklim perekonomian yang kondusif. Hal tersebut dimaksudkan untuk

meningkatkan investasi di daerah Kabupaten Kutai Kartanegara serta mampu

mendorong masyarakat untuk bermain di pasar global.

Untuk meningkatkan iklim investasi di daerah Kabupaten Kutai

Kartanegara perlu dukungan sektor publik (pemerintah) yang efisiensi dan

efektivitas dan jaminan kepestian hukum. Hal tersebut disebabkan pasar tidak

akan kondusif jika sektor publik dan jaminan kepastian hukumnya tidak efisien.

Kebijakan otonomi daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara. adalah salah satu

upaya untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pada sektor publik dan

jaminan kepastian hukum.

Kebijakan otonomi daerah memberikan sinyal tentang perubahan

paradigma pembangunan di Indonesia. Perubahan paradigma pembangunan ini

adalah perubahan dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan

pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Perubahan paradigma ini antara

lain diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan

pusat dan daerah yang diatur dalam satu paket undang-undang yaitu Undang-

Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang

No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

dan Daerah,  seluruh perubahan dan peraturan pelaksanaannya.

Lahirnya kedua Undang-Undang ini  memberikan implikasi positif bagi

dinamika aspirasi masyarakat di daerah. Kebijakan pemerintah Kabupaten

Kutai Kartanegara tidak lagi bersifat “given” dan “uniform” (selalu menerima

dan seragam) dari Pemerintah Pusat, namun justru Pemerintah Kabupaten Kutai
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Kartanegara yang  mengambil inisiatif dalam merumuskan kebijakan daerah

yang sesuai dengan aspirasi, potensi dan sosio-kultural masyarakat Kabupaten

Kutai Kartanegara. Undang-Undang ini juga telah membuka jalan bagi

terselenggaranya pemerintahan yang baik (good governance) di satu pihak dan

pemberdayaan ekonomi rakyat di pihak lain. Karena dengan otonomi,

Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki kewenangan yang

memadai untuk mengembangkan program-program pembangunan berbasis

masyarakat (ekonomi rakyat). Jika selama ini program-program pemberdayaan

ekonomi rakyat didisain dari pusat, tanpa daerah memiliki kewenangan untuk

“berkreasi”, sekaranglah saatnya pemerintah daerah Kabupaten Kutai

kartanegara dapat menunjukkan kemampuannya. Tantangan, bahwa Kabupaten

Kutai Kartanegara mampu mendisain dan melaksanakan program yang sesuai

dengan kondisi lokal patut disikapi dengan kepercayaan diri dan tanggung

jawab penuh dari pemerintah maupun masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2002), hal-hal yang mendasar lainnya dalam

undang-undang Otonomi Daerah adalah kuatnya upaya untuk mendorong

pemberdayaan masyarakat, pengembangan prakarsa dan kreativitas,

peningkatan peran serta masyarakat, dan pengembangan peran dan fungsi

DPRD.

Dengan pemberian otonomi daerah pemerintah Kabupaten Kutai

Kartanegara diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan

akuntabilitas sektor publik. Dengan otonomi, daerah dituntut untuk mencari

alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih

adanya bantuan dan bagian (sharing) dari Pemerintah Pusat dan menggunakan

dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat.

Yang menjadi permasalahan dan pertanyaan adalah: Bagaimanakah

arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara pada era otonomi

daerah  sekarang.

B. Kebijakan Otonomi Daerah
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Menurut Osborne dan Gaebler (1992), ada beberapa perspektif baru

pemerintah yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintahan katalis: fokus pada pemberian pengarahan bukan

produksi pelayanan publik. Pemerintah  memfokuskan diri pada

pemberian arahan, sedangkan produksi pelayanan publik diserahkan

pada pihak swasta dan/atau sektor ketiga (lembaga swadaya masyarakat

dan nonprofit lainnya). Pemerintah hanya memproduksi pelayanan

publik yang belum dapat dilakukan oleh pihak non-pemerintah.

2. Pemerintah milik masyarakat : memberdayakan masyarakat daripada

melayani. Pemerintah memberikan wewenang kepada

(memberdayakan) masyarakat sehingga mereka mampu menjadi

masyarakat yang dapat menolong dirinya sendiri (self-help community).

Sebagai misal, untuk dapat lebih mengembangkan usaha kecil,

pemerintah memberikan wewenang yang optimal pada asosiasi

pengusaha kecil untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi.

3. Pemerintah yang kompetitif: menyuntikkan semangat kompetisi dalam

pemberian pelayanan publik Pemerintah, wirausaha berusaha

menciptakan kompetisi karena kompetisi adalah satu-satunya cara untuk

menghemat biaya sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan

kompetisi, banyak pelayanan publik yang dapat ditingkatkan

kualitasnya tanpa harus memperbesar biaya.

4. Pemerintah yang digerakkan oleh misi: mengubah organisasi yang

digerakkan oleh peraturan menjadi organisasi yang digerakkan oleh

misi. Apa yang dapat dan tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah

diatur dalam mandatnya. Namun tujuan pemerintah bukanlah

mandatnya tetapi misinya.

5. Pemerintah yang berorientasi pada hasil: membiayai hasil bukan

masukan Pemerintah, wirausaha berusaha mengubah bentuk

penghargaan dan insentif dengan cara membiayai hasil dan bukan

masukan. Pemerintah mengembangkan suatu standar kinerja yang
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mengukur seberapa baik suatu unit kerja mampu memecahkan

permasalahan yang menjadi tanggungjawabnya.

6. Pemerintah berorientasi pada pelanggan: memenuhi kebutuhan

pelanggan, bukan birokrasi. Pemerintah, wirausaha akan berusaha

mengidentifikasikan pelanggan yang sesungguhnya. Dengan cara

seperti ini, tidak berarti bahwa pemerintah tidak bertanggungjawab pada

dewan legislatif, tetapi sebaliknya, ia menciptakan sistem

pertangungjawaban ganda (dual accountability): kepada legislatif dan

masyarakat.

7. Pemerintahan wirausaha: mampu menciptakan pendapatan dan tidak

sekedar membelanjakan. Pemerintah daerah wirausaha dapat

mengembangkan beberapa pusat pendapatan dari proses penyediaan

pelayanan publik, misalnya: BPS dan Bappeda, yang dapat menjual

informasi tentang daerahnya kepada pusat-pusat penelitian;

BUMN/BUMD; pemberian hak guna usaha yang menarik kepada para

pengusaha dan masyarakat; penyertaan modal; dan lain-lain.

8. Pemerintah antisipatif: berupaya mencegah daripada mengobati.

Pemerintah wirausaha tidak reaktif tetapi proaktif. Pemerintah tidak

hanya mencoba untuk mencegah masalah, tetapi juga berupaya keras

untuk mengantisipasi masa depan melalui perencanaan strategisnya.

9. Pemerintah desentralisasi: dari hierarkhi menuju partisipatif dan tim

kerja. Pemerintah wirausaha memberikan kesempatan pada masyarakat,

asosiasi-asosiasi, pelanggan, dan lembaga swadaya masyarakat untuk

berpartisipasi dalam pembuatan keputusan.

10. Pemerintah berorientasi pada (mekanisme) pasar: mengadakan

perubahan dengan mekanisme pasar (sistem insentif) dan bukan dengan

mekanisme administratif (sistem prosedur dan pemaksaan)

Keputusan politik pemberlakuan Otonomi Daerah yang dimulai sejak

tanggal 1 Januari 2001, telah membawa implikasi yang luas dan serius. Otonomi

Daerah merupakan fenomena politis yang menjadikan penyelenggaraan

Pemerintahan yang sentralistik birokratis ke arah desentralistik partisipatoris.
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Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah telah

melahirkan paradigma baru dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang

meletakkan otonomi penuh, luas dan bertanggung jawab pada Daerah

Kabupaten dan Kota. Perubahan ini dimaksudkan untuk meningkatkan

efektivitas pelayanan masyarakat, menumbuhkan semangat demokratisasi dan

pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan, dan lebih jauh

diharapkan akan menjamin tercapainya keseimbangan kewenangan dan

tanggung jawab antara pusat dan daerah.

Terdapat beberapa alasan untuk mempunyai sistem pemerintahan yang

terdesentralisasi (Simanjuntak, 2001):

1. Representasi demokrasi, untuk memastikan hak seluruh warga negara

untuk berpartisipasi secara langsung pada keputusan yang akan

mempengaruhi daerah/wilayah mereka.

2. Tidak dapat dipraktekkanya pembuatan keputusan yang tersentralisasi,

adalah tidak realistis pada pemerintahan yang sentralistis untuk

membuat keputusan mengenai semua pelayanan rakyat seluruh negara,

terutama pada negara yang berpenduduk besar seperti Indonesia.

3. Pengetahuan lokal (knowledge), mereka  yang berada pada daerah lokal

mempunyai pengetahuan yang lebih banyak mengenai kebutuhan lokal,

prioritas, kondisi dll.

4. Mobilitas sumber daya, mobilisasi pada bantuan dan sumber daya dapat

difasilitasi dengan hubungan yang lebih erat di antara populasi dan

pembuat kebijakan pada tingkat lokal.

Kebijakan pemberian otonomi daerah dan desentralisasi yang luas,

nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah merupakan langkah strategis.

Pertama, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas

permasalahan lokal bangsa Indonesia berupa ancaman disintegrasi bangsa,

kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup

masyarakat, dan masalah pembangunan sumber daya manusia (SDM). Kedua,

otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan langkah strategis bangsa
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Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat

basis perokonomian daerah.

C. Kebijakan Otonomi Daerah dan Pembangunan di Kabupaten Kutai

kartanegara

Pada era otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

harus dapat mendayagunakan potensi sumber daya daerahnya secara optimal.

Dengan semakin berkurangnya tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah

terhadap Pemerintah Pusat, Kabupaten Kutai Kartanegara dituntut mampu

meningkatkan profesionalisme aparatur Pemerintahnya, melaksanakan

reformasi akuntansi keuangan daerah dan manajemen keuangan daerah,

melaksanakan perencanaan strategik secara benar, sehingga akan memacu

terwujudnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung

jawab, yang dapat memperkokoh basis perekonomian daerah, serta memperkuat

persatuan dan kesatuan masyarakat dalam menyongsong era perekonomian

global.

Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan

kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pembangunan  melalui

usaha-usaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif

masyarakat, karena pada dasarnya terkandung tiga misi utama sehubungan

dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, yaitu:

1. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah

2. Meningktkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat

3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut

serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Pemberian otonomi daerah juga diharapkan dapat mengubah perilaku

pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk lebih efisien dan profesional.

Untuk itu, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu melakukan

perekayasaan ulang terhadap birokrasi yang selama ini dijalankan (bureaucracy

reengineering). Hal tersebut karena pada saat ini dan di masa yang akan datang

pemerintah pusat maupun pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara akan
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menghadapi gelombang perubahan, baik yang berasal dari tekanan eksternal

maupun dari internal masyarakatnya.

Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota

dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan

bertanggungjawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Artinya,

pelimpahan tanggungjawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, dan

pemanfaatan dan sumberdaya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan

keuangan pusat dan daerah.

D. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai  Kartanegara

Pendekatan kebijakan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara selama ini

kurang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada rakyat untuk ikut

berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. Kebijakan pemerintah

seringkali justru tidak berpihak pada kepentingan rakyat, lebih banyak bersifat

regulatif, kebijakan yang tidak komprehensif (bersifat parsial), dan cenderung

mendapat intervensi dari pihak lain (klompok tertentu). Oleh karena itu,

mengaitkan dengan pendapat Krisnamurthi (2001:2), bahwa perlu adanya

koreksi terhadap pendekatan kebijakan ekonomi yang selama ini diterapkan di

Kabupaten Kutai Kartanegara. Menurut Krisnamurthi (2001:2),  selama ini

kebijakan ekonomi sering kali membawa ciri-ciri sebagai berikut:

a. Berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka

otonomi daerah juga telah mengindikasikan pertimbangan yang tidak

berorientasi ekonomi rakyat.

b. Kebijakan pengembangan yang dilakukan lebih banyak bersifat

regulatif dan merupakan bentuk intervensi terhadap kegiatan yang telah

dilakukan oleh ekonomi rakyat. Inovasi dan kreativitas ekonomi rakyat,

terutama dalam mengatasi berbagai kelemahan dan keterbatasan yang

dihadapi, sangat tinggi. Namun banyak kasus yang menunjukkan

bahwa kebijakan yang dikembangkan lebih banyak membawa norma

dan pemahaman dari “luar” dari pada mengakomodasi apa yang sudah
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teruji berkembang dalam masyarakat.

c. Kebijakan pengembangan yang dilakukan cenderung bersifat ‘ad-hoc’

dan parsial. Banyaknya kebijakan yang dilakukan oleh banyak pihak

sering kali bersifat kontra produktif. Seorang Camat atau kepala desa

atau kelompok masyarakat misalnya, sering kali harus menerima

limpahan pelaksanaan ‘tugas’ hingga 10 atau 15 program dalam waktu

yang bersamaan, dari berbagai instansi yang berbeda dan dengan

metode dan ketentuan yang berbeda. Tumpang tindih tidak dapat

dihindari, pengulangan sering terjadi tetapi pada saat yang bersamaan

banyak aspek yang dibutuhkan justru tidak dilayani.

d. Mekanisme penghantaran kebijakan (delevery mechanism) yang tidak

apresiatif juga merupakan faktor penentu keberhasilan

kebijakan. (Pelaksanaan Program Desa Mandiri di Kabupaten Kutai

Kartanegara merupakan contoh kongkrit dari masalah mekanisme

penghantaran yang tersebut). Demikian pula sikap birokrasi yang

‘memerintah’, merasa lebih tahu, dan ‘minta dilayani’ merupakan

permasalahan lain dalam implementasi kebijakan. Sikap tersebut sering

kali jauh lebih menentukan efektivitas kebijakan.

Pada era otonomi daerah saat sekarang, pemerintah Kabupaten Kutai

Kartanegara harus dapat belajar dari pengalaman kebijakan pembangunan yang

selama ini dijalankan. Pemerintah daerah seharusnya dapat menetapkan arah

kebijakan yang berpihak pada upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kebijakan ini harus didukung dengan adanya langkah-langkah yang tepat dan

konkrit, yang menurut Sumodiningrat (1999), langkah-langkah yang perlu

ditetapkan guna mewujudkan kebijakan otonomi daerah adalah sebagai berikut:

1. Pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi,

yang paling mendasar adalah akses pada dana.

2. Memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat.

3. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan dalam rangka

kualitas sumber daya manusia, disertai dengan upaya peningkatan gizi.
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4. Kebijakan pengembangan industri harus mengarah pada penguatan

industri rakyat yang terkait dengan industri besar. Industri rakyat yang

berkembang menjadi industri-industri kecil dan menengah yang kuat

harus menjadi tulang punggung industri nasional.

5. Kebijakan ketenagakerjaan yang mendorong tumbuhnya tenaga kerja

mandiri sebagai cikal bakal wirausaha baru yang nantinya berkembang

menjadi wirausaha kecil dan menengah yang kuat dan saling

menunjang.

6. Pemerataan pembangunan didaerah. Ekonomi rakyat tersebut tersebar

di seluruh penjuru, oleh karena itu pemerataan pembangunan daerah

diharapkan mempengaruhi peningkatan pembangunan ekonomi rakyat.

Selain itu, untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Kutai

Kartanegara di era otonomi daerah, perlu diadakan perubahan struktural dari

ekonomi tradisional yang subsistem menuju ekonomi modern yang berorientasi

pada pasar. Untuk mendukung perubahan struktural dari ekonomi tradisional

yang subsistem menuju ekonomi modern diperlukan pengalokasian sumber

daya, penguatan kelembagaan, penguatan teknologi dan pembangunan sumber

daya manusia.

Dari aspek perencanaan, Kabupaten Kutai Kartanegara sangat

membutuhkan aparat daerah (baik eksekutif maupun legislatif) yang berkualitas

tinggi, bervisi strategik dan mampu berpikir strategik, serta memiliki

moral/agama yang baik sehingga dapat mengelola pembangunan didaerah ini

dengan baik dan amanah. Partisipasi aktif dari semua elemen yang ada di daerah

ini sangat dibutuhkan agar perencanaan pembangunan  benar-benar

mencerminkan kebutuhan  dan berkaitan langsung dengan permasalahan yang

dihadapi Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dari aspek pelaksanaan, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

dituntut mampu menciptakan sistem manajemen yang mampu mendukung

operasionalisasi pembangunan daerah. Salah satu aspek dari pemerintahan yang

harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan
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anggaran daerah, yang pada tahun 2013 APBD Kabupaten Kutai Kartanegara

sudah mencapai kurang lebih 7 trilyun (dibanding dengan daerah lain di

Indonesia nominal nilai yang sangat besar). Anggaran Daerah atau Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang

utama bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang harus dikolola

dengan baik dan amanah.

Selain itu, dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kutai

Kartanegra, upaya untuk menarik investasi dari luar merupakan satu hal yang

sangat strategis. Investasi inilah yang dapat digunakan sebagai modal

pembangunan daerah. Untuk dapat menarik modal dari luar, pemerintah

Kabupaten Kutai Kartanegara harus memahami faktor-faktor yang mendukung

adanya arus modal tersebut. Menurut Montiel dan Reinhart (1977), secara

umum membagi penyebab arus modal (capital flow) yaitu sebagai berikut:

a. Faktor penarik: adanya perbaikan kinerja secondary market dan rate of

leverage (rasio total utang/pinjaman terhadap GDP, yang

menggambarkan kemampuan membayar bunga dan perolehan

investasi, credit ratings dan kepastian berinvestasi).

b. Faktor pendorong: adanya tingkat bunga yang rendah di negara-negara

maju dan slowdown dari aktifitas industri merupakan faktor yang

menentukan menarik tidaknya suatu wilayah untuk berinvestasi.

c. Integrasi pasar finansial; keterpaduan pasar finansial merupakan alasan

penting bagi kecepatan aliran modal, baik ke luar negeri maupun ke

dalam negeri.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara harus mampu memahami

kondisi daerahnya yang dapat dijadikan sebagai daya tarik investasi dari luar.

Pemerintah daerah harus memberikan iklim yang sejuk bagi investasi asing,

misalnya dengan adanya kondisi keamanan yang terjamin, birokrasi yang tidak

berbelit-belit, kepastian hukum, dll. Ketidakmampuan pemerintah Kabuapaten

Kutai Kartanegara dalam menganalisa kondisi daerahnya akan berdampak pada

kurangnya arus investasi yang masuk.
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Selain beberapa kebijakan tersebut di atas, pemerintah Kabupaten Kutai

Kartanegara juga harus mempunyai konsep kebijakan yang berpihak pada

rakyat, yaitu dengan pemberdayaan ekonomi rakyat. Menurut Herry Subagyo

(2003), pemberdayaan ekonomi rakyat dilakukan dengan menekankan adanya

otonomi komunitas dalam pengambilan keputusan, kemandirian dan

keswadayaan lokal, dan adanya demokrasi. Esensinya ada pada partisipasi

masyarakat dalam setiap tahapan perubahan masyarakatnya. Karena menurut

Mubyarto (2002:4) salah satu tujuan otonomi daerah adalah untuk

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang

mempengaruhi kehidupan mereka.

Partisipasi masyarakat dapat terwujud jika terdapat pranata sosial di

tingkat komunitas yang mampu menampung aspirasi masyarakat dalam

pembangunan. Tanpa adanya pranata sosial dan politik yang mampu

memberikan rakyat akses ke pengambilan keputusan, yang akan diuntungkan

hanyalah kalangan bisnis dan kalangan menengah pedesaan serta perkotaan.

Oleh karena itu, menurut Herry Subagyo (2003) untuk mewujudkan

pemberdayaan ekonomi rakyat, yang pertama-tama harus dilakukan adalah

memfasilitasi terbentuknya pranata sosial yang memungkinkan rakyat ikut serta

dalam pengambilan keputusan di tingkat kelurahan, kecamatan, dan kabupaten.

Apabila ada pranata sosial yang memungkinkan rakyat untuk merumuskan

kebutuhan pembangunan mereka dan memetakan potensi serta hambatan yang

mereka hadapi dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan mereka,

pemerataan kesempatan berusaha akan dengan sendirinya mulai tercipta.

E. Penutup

Otonomi daerah merupakan satu bentuk pelimpahan kewenangan

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya

sendiri. Otonomi daerah memberi kesempatan kepada pemerintah Kabupaten

Kutai Kartanegara untuk mengembangkan seluruh potensi dan sumber daya

yang tersedia guna meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.
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Pengembangan seluruh potensi dan sumber daya yang tersedia harus

sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Pemerintah

Kabupaten Kutai Kartanegara harus mampu memanfaatkan keseluruhan

sumber daya tersebut dengan memperhatikan asas-asas efisiensi, efektifitas dan

transparansi. Asas-asas ini harus dijabarkan dalam kerangka kebijakan daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam pelaksanaan otonomi derah tersebutt, Pemerintah Kabupaten

Kutai Kartanegara harus mempunyai arah kebijakan yang tepat. Arah kebijakan

ini mempunyai peran yang strategis dalam upaya agar pengembangan seluruh

sumber daya yang tersedia memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi

masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara.
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